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BABIV 


PENUTUP 


t. KESIMPULAN 

1. 	 Bahwa di dalam Hukum Pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

nomor 14 tahun 2002, Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat 

mengajukan gugatan. Gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 40 dan 41 

Undang-Undang nomor 14 tahun 2002, karena Wajib Pajak dapat 

mengajukan di pengadilan pajak atas gugatan tersebut. 

2. 	 Bahwa terhadap keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini 

dapat diajukan di pengadilan pajak yang diatur dalam pasal 36 Undang

Undang nomOI 14 tahun 2002, karena berkaitan dengan kewajiban di 

bidang pajak, untuk pembayaran 50 % dari pajak yang terutang terutama 

dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002. 

II. SARAN 

1. 	 Untuk menghindari kesalahpahaman tentang penyelesaian sengketa pajak 

terhadap keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), maka 

sebaiknya mengetahui terlebih dahulu arti penyelesaian sengketa pajak 

terhadap keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). 

Penyelesaian sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang 

perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat 

yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat 
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diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan 

peraturan Perundang-Undangan perpajakan, termasuk gugatan atas 

pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak 

dengan surat paksa, sedangkan keberatan adalah dalam pelaksanaan 

ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan memungkinkan 

terjadinya bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang atau tidak puas atas 

suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan 

atau pemungutan oleh pihak ketiga, dalam hal ini Wajib Pajak dapat 

mengajukan keberatan, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

(SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan 

besarnya jumlah pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak 

yang masih harns dibayar. 

2. 	 Untuk keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dapat 

digugat di pengadilan pajak, karena sudah ada peraturan yang mengatur 

tentang gugatan tersebut, sedangkan mengenai keberatan Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dapat pula dibanding, karena Wajib Pajak 

tidak puas dalam keputusan Direktur Jendral Pajak, maka naik banding di 

pengadilan pajak tersebut sudah ada aturan Perundang-Undangan yang 

berlaku sekarang. 
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